
 

  

BERITA NEGARA 
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PERATURAN  

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 06 TAHUN 2017 

TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PIMPINAN K0MISI PEMBERANTASAN K0RUPSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :   a.  bahwa untuk mendayagunakan dan menyelamatkan arsip 

untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi 

secara efektif dan efisien, perlu dilakukan penyusutan 

arsip secara terjadwal sebagai bukti akuntabilitas kinerja 

di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi tentang Jadwal Retensi Arsip 

Substantif di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; 

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5698); 

2.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286); 

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015, 

tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

550); 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:  

1.   Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 

KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Menjadi Undang-Undang. 
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2.   Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi Informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh KPK dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

3.   Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

tinggi dan/atau terus menerus. 

4.   Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

telah menurun. 

5.   Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 

arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis 

retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah 

diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung 

oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau 

Lembaga Kearsipan. 

6.   Jenis Arsip adalah arsip atau dokumen yang ditata 

sesuai dengan sistem pemberkasan atau dikelola oleh 

suatu unit, sebagai hasil dari suatu akumulasi yang 

sama atau proses pemberkasan, atau aktivitas yang 

sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena 

beberapa kaitan lain, yang timbul karena penciptaan, 

penerimaan, atau penggunaannya. 

7.   Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 

adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya memuat 

mengenai jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis 

arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang 

penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai 

kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyusutan dan penyelematan arsip. 

8.   JRA Substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu 

penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang 

dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif, meliputi 

proses-proses pada bidang pencegahan, penindakan, 

serta informasi dan data. 

9.   Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah 

arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit 

kerja ke bagian kearsipan di lingkungan KPK, 
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